
BUPATI BONDOWOSO 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR ss TAHUN 2020 

TENTANG 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2021 

BUPATI BONDOWOSO, 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2021; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4.Undang-Undang .. . 
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4815); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4698); 

11.Peraturan ... 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Republilc Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4833); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republilc Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republilc 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republilc Indonesia Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republilc 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republilc Indonesia Nomor 6178); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 82); 

17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2010- 2024 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

19.Peraturan ... 
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 590); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 624); 

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 
Nomor 1 Seri E); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D); 

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 
Nomor 5 Seri D), 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJD) Kabupaten Bondowoso Tahun 
2005 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 7 Seri E); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 9 
Seri E); 

27 .Peraturan ... 
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27. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso 
Nomor 4); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 
Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 
2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Bondowoso Nomor 29); 

29. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 77 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita 
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 77); 

30. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 51 Tahun 2020 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2020 Nomor 51); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 
2021. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Oaerah adalah Kabupaten Bondowoso. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bondowoso. 
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso. 
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di 

lifigktifigafi Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso. 
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Bondowoso untuk periode 5 (lima) tahun. 

6.Rencana ... 
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6. Rencana Strategi.s Perangkat Daerah, yang 
selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah. 
adalah. dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 
periode 5 (lima) tah.un. 

7. Rencana Kerja Pemerintah. Daerah., yang selanjutnya 
disingkat RKPD, adalah. dokumen perencanaan Daerah. 
untuk periode 1 (satu) tah.un. 

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah., yang selanjutnya 
disebut Renja Perangkat Daerah., adalah. dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah. untuk periode 1 (satu) 
tah.un. 

9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah., yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah. 
adalah. dokumen perencanaan dan penganggaran yang 
berisi rencana pendapatan, rencana belanja program 
dan kegi.atan Perangkat Daerah serta rencana 
pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah.. 

BAB II 
RENCANAKERJAPERANGKATDAERAH 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Renja Perangkat 
Daerah. Tah.un 2021 meliputi: 
a. Inspektorat; 
b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.; 
c. Badan Pendapatan Daerah.; 
d. Badan Kepegawaian Daerah.; 
e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 
f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.; 
g. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.; 
h. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.; 
1. Bagi.an Organisasi; 
j. Bagi.an Administrasi Pemerintah.an; 
k. Bagi.an Hukum; 
1. Bagi.an Administrasi Pembangunan dan Keuangan; 
m. Bagi.an Pengadaan Barang dan Jasa; 
n. Bagi.an Hubungan Masyarakat dan Protokol; 
o. Bagi.an Kesejah.teraan Rakyat; 
p. Bagi.an Administrasi Perekonomian; 
q. Bagi.an Umum dan Perlengkapan; 

r.Dinas ... 
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r. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 
s. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 
t. Dinas Komunikasi dan Informatika; 
u. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan; 
v. Dinas Pertanian; 
w. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; 
x. Dinas Koperasi, ·perindustrian dan Perdagangan; 
y. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; 
z. Dinas Penanaman Modal, Pelayana.n Terpadu Satu 

Pintu, dan Tenaga Kerja; 
aa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 
bb. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
cc. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana; 
dd. Dinas Sosial; 
ee. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 
ff. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 
gg. Dinas Kesehatan; 
hh. Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi; 
ii. Satuan Palisi Pamong Praja; 
.ti. Kecamatan Bondowoso; 
kk. Kecamatan Tamanan; 
11. Kecamatan Tenggarang; 
mm. k.ecamatan Tega1ampel; 
rm. Kecamatan Curahdami; 
oo. Kecamatan Wringin; 
pp. Kecamatan Pakem; 
qq. Kecamatan Binakal; 
rr. Kecamatan Maesan; 
ss. Kecamatan Grujugan; 
tt. Kecamatan Pujer; 
uu. Kecamatan Wonosari; 
vv. Kecamatan Sukosari; 
ww. Kecama.tan Tlogosari; 
xx. Kecamatan Tapen; 
yy. Kecamatan Sumber Wringin; 
zz. Kecamatan Prajekan; 
aaa. Kecamatan Klabang; 
bbb. Kec:ama.1:a.ti Cennee; 
ccc. Kecamatan Ijen; 
ddd. Kecamatan Taman Krocok; 
eee. Kecamatan Botolinggo; 
fff. Kecamatan Jambesari Darus Sholah. 

BAB III. .. 
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BAB III 
KEDUDUKAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 

Pasal 3 

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan 
penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah dan RKPD 
Tahun 2021. 

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun 
RKA Perangkat Daerah. 

BAB IV 
SISTEMATIKA 

Pasal 4 

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika 
sebagai beriku t: 
BABI PENDAHULUAN 
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA 

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 
BAB III 
BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 
PERANGKA T DAERAH; dan 

BAB V PENUTUP 
(2) Dokumen Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, 
Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, 
Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, 
Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, 
Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran 
XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXI, Lampiran 
XXII, Llimpirafi XXIII, Larripirari XXIV, Lafiipirafi XXV, 
Lampiran XXVI, Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, 
Lampiran XXIX, Lampiran XXX, Lampiran XXXI, Lampiran 
XXXII, Lampiran XXXIII, Lampiran XXXIV, Lampiran XXXV, 
Lampiran XXXVI, Lampiran XXXVII, Lampiran XXXVIII, 
Lampiran XXXIX, Lampiran XL, Lampiran XLI, Lampiran 
XLII, Lampiran XLIII, Lampiran XLIV, Lampiran XLV, 
Lampiran XLVI, Lampiran XLVII, Lampiran XLVIII, 
Lampiran XLIX, Lampiran L, Lampiran LI, Lampiran Lil, 
Lampiran Lill, Lampiran LIV, Lampiran LV, Lampiran LVI, 
Lampiran LVII, dan Lampiran LVIII yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABV ... 
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BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati 1n1 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso. 

Ditetapkan di Bondowoso 
pada tanggal 11 A9UHU~ .10.20 

DOWOSO, 

Diundangkan di Bondowoso 
pada tan al 11 A9ut~ut ~o.;io 

AERAH KABUPATEN BONDOWOSO, 

SYAIFULLAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 55 


